
BUPATI CANJAR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 01 TAHUN 20.t2

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELA"'AR, IZIN BELAJAR, UJIAN PEITYESUAIANKENAII{AN PANGKAT DAN PEMAKAIAN G6I,AR KESAR.,ANAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a.

b.

Mengingat : 1.

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dan tertib administrasi p"*J"i*
g:1". kesarjanaan di lingkungan iemerintah
f3brlngtgn Cianjur, perlu diatur ta6 cara pemberian
izin b.elajar dan tugas belajar serta ujian ;.;t;;;i;;kenaikan pangkat dan pemakai"., g.i* ti"".:""""";
93h*." urtuk pengaturan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu aitetaptan eiraturan
Pyp"{ tentang pedoman- T\rgas Behjar, lrin eeU;ar,Ujian Penyesuaian Kenaikan pangkai dan pemJaian
Gelar Kesarjanaan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah_Daerah KabupatenDalam Lingkungan propinsi Djawa Barat (Berita
Nggara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
te^lah diubah dengan Undang-Undang Nomor ? i.frr.,
1968_ tentang pembentukan Kabupiten pur*atart"
da.n Kabrrpaten Subang delgan Mlngubah Unaang_
Undang Nomor 14 Tahun lg5b tentan"g pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalarn- LingGngan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara fepublikIndonesia Tahun 196g Nomor 3i tamiatran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2g5l);
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2. Undang-t ndeg tlm g Tahun IgZ4 rentang
loto!-loto! Kepegawaian (Iembaran ttegariRepublik Indonesia Tahun lg74 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041i
sebagaimana telah d'rrh_ah dJngan Undang_Undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubafian Atai
Undang-Undang Nomor g Tahun IgZ4 tentang
Pokok-Pokok . Kepegawaian (Lembaran NegariRepublik Indonesia Tahun Iggg Nomor iOS,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3g9O);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (L,embaran NegariRepublik Indonesia Tahun ZbOS Nomor 78,Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang_Undang
Nomor 12 Tahun 200g tentang perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 lahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2OOg Nomor S9-, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4g44);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan peraturan perundang_Undangai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tlhun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1979 tentang
Peraturan Daftar Urut Kepangkatan pegawai NegerlSipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor -22,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3l3g);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O0b Nomor 196,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4Ol7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O02 tentang
Kenaikan pangkat pegawai Neg..i Sipit (I].mba."r,
Negara Republik Indonesia Tahun 20b2 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4193);
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8. Peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2O05 tentangpedoman pembinaan dan pengawasan
Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3g Tahun 2O07 tentang
Pembagian Urusan pemerintahan Antara pemerintah]
Pemerintah Daerah propinsi dan pemerintah DaerahKabupaten/Kota (l,ernbaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2OOZ Nomor -g2, Tamtahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4Z4Z);

1O. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2Ol0tentang Disiplin pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1'9g0 Nomor 50,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

11. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 76 Tahun
2009_ tentang pedoman Ujian penyesuaian Kenaikan
Pangkat dan pemakaian Gelai Kesarianaan diLingkungan Pemerintah provinsi .lawa Barat
(Lembaran Daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2009
N omor 149 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03Tahun 2008 tentang Urusan pemeri.-ntahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 20Og
Nomor O3 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07Tahun 2008 tentang Organisasi pemerintahan
Daerah dan pemben[Lkan Organisasi perangkat
Daerah Kabupaten Cianjur (kmbaran Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2OOg Nomor 07 Seri D)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 1b Tahun ZOll
tentang Perubahan Kedua Atas peraturan DaerahNomor OZ Tahun 2OOg tentang Organisasi
Pemerintahan Daerah dan pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran
la9rah Kabupaten Cianjur Tahun 2b1t ttomor SS
Seri D);

14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 44 Tahun 2OlO
tgntang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasidi Lingkungan Badan Kepegawaian pendidikan dan
Pelatihan Daerah (B_erita Daerah Kabupaten Cianjur
Tahun 2010 Nomor 51);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : pERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TUGASBELAJ4I:- r?.ry BELAJAR, UJrAN pexvesuererv
KENAIKAN PANGKAT DAN PEMAKAIAN C_EiENKESARJANAAN.

BAB I
rSTEI{TUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah

Kabupaten Cianjur.
6. Organisasi perangkat Daerah, selanjutnya disebutOPD adalah organisasi perangkat iaerah dilingkungan pemerintah Kabupaten C"ianjur.
7. Badan Kepegawaian pendidikan dan pelatihan

Daerah, selanjutnya disebut BKppD adalah Badan
Kepegawaian pendidikan dan pelatihan Kabupaten
Cianjur.

8. Kepala Badan Kepegawaian pendidikan dan pelatihan
Daerah, selanjutnya disebut Kepala BKppD adalah
]f-egala Badan Kepegawaian pendidikan dan pelatihan
Kabupaten Cianjur.

9. Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut pNS
adalah pegawai negeri sipil y.rrg g4iirry. dibebankan
pada Anggaran pendapatan dan Beianja Daerah dan
lgkerja pada pemerintah Daerah atari dipekerjakan
di luar instansi induknya.

10. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat
seor4ng pegawai negeri sipil dalam susunan pegawai
dan digunakan sebagai daiar penggajian.
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ll. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar pendidikan
formal yang dikeluarkan dengan sah"oleh Lembaga
Pendidikan Formal tertentu, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang_undangan.

12. Tugas belajar adalah penugasan kepada pegawai
negeri sipil yang memenuhi syarat otefr pejaUat"yang
berwenang untuk mengikuti pendidikan formal diperguruan tinggi dengan dibebastugaskan daripekerjaan dinas sehari-hari.

13. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat
yang_berwenang kepada fNS yang memenuhi sj,aratuntuk mengikuti pendidikan formal di perguruan
tinggi dengan tidak meninggalkan pekerjiari dinas
sehari-hari.

BAB II
KETENTUAN TUGAS BELA",AR

Pasal 2
Penugasan PNS untuk mengikuti pendidikan formal diperguruan tinggi, dengan status tugas belajar diberikan,
apabila memenuhi ketentuan per"y"ritan , "

1. Benar-benar mempunyai potensi untuk dikembangkan
dan mempunyai dedikasi serta loyalitas tinggi terhidappekerjaannya serta belum p..rrah ai3atun? hukuman
disiplin sesuai dengan ketentuan yang Lerlaku;

2. Diusulkan oleh pimpinan OpD kepada Sekretaris
Daerah melalui BKKpD;

3. Berstatus PNS dengan masa kerja minimal 2 (dua)
tahun;

4. DP-3 rata-rata bernilai baik dalam 2
terakhir;

(dua) tahun

5. Lulus semua tahapan seleksi dan diterima olehpergunran tinggi yang dituju;
6. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah

dan jabatan apabila formasitidak memungkinkan; 
-

7. Setelah lulus pendidikan bersedia ditempatkan kembalidan mengabdi di lingkungan pemerintah Daerah,
minimal 5 (lima) tahun sejak lulus.
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Pasal 3
Pembiayaan tugas belajar ditanggung sepenuhnya atau
sebagian oleh pemerintah Daerah danlisesuaiku., d"rrg".,kemampuan keuangan d.agrah serta dapat prrt" ait".rggir,g
oleh instansi atau pihak lain.

BAB III
KETENTUAN IZIN BELA",AR

Pasal 4
Pemberian izin belajar kepada pNS untuk mengikuti
pendidikan- formal di perguruan tinggi, diberikan apabila
memenuhi ketentuan persyaratan :

1. Benar-benar mempunyai potensi untuk dikembangkan,
dan mempunyai dedikasi serta loyalitas tinggi terh"adappekerjaannya dan belum p..rrah dijatuh'i hukuman
disiplin sesuai dengan keteniuan yang 6erlaku;

2. Pendidikan yang dilaksanakan tidak mengganggu jam
ke{ a dan tugas-tugas kedinasan sehari_hari-;"

3. lzin belajar di4iukan pada tahun pertama perkuliahan
kepada Sekretaris Daerah melalui nkXen;

4. Tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah
dan jabatan apabila formasi tidak memungkinkan;

5. Melengkapi administrasi izin belajar, yaitu :

a. Pengantar dari pimpinan tempat bekerja;
b. Keputusan pangkat terakhir;
c. DP-3 2 (dua) tahun terakhir;
d. ljaza}:, terakhir;
e. Jadwal perkuliahan dari lembaga pendidikan yang

diikuti;
f. Sertilikat akreditasi lembaga pendidikan yang diikutidari Direktur Jenderal pendidikan Tinggi

Kementerian pendidikan Nasional/BAN perguru-air
Tinggr;

g. Keterangan sebagai mahasiswa dari lembaga
pendidikan yang diikuti;



h. Pernyataan tidak menyelenggarakan kelas jauh dari
lembaga pendudukan yang diikuti;

i. Keputusan pendirian/operasional lembaga
pendidikan yang diikuti dari Direktur Jenderal
Pendidikan Tinggi Kementerian pendidikan Nasional.

Pasal 5
Pembiayaan pendidikan bagi pNS yang berstatus izinbelajar ditanggung sepenuhnya oleh pNS yang
bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 6
Bagi PNS yang akan mengikuti ujian penyesuaian kenaikan
pangkat, harus memenuhi ketentuan persyaratan :

1. Memiliki surat izin belajar dari pejabat yang berwenang;
2. Memiliki surat keterangan telah memperoleh ijazah d,ari

dan dilegalisasi oleh lembaga pendidikln yang
bersangkutan, serta disahkan oleh BKppD;

3. Memiliki ijazah, dengan pangkat/golongan ruang dan
masa kerja sebagai berikut :

Sekolah Menengah Pertama atau yang setingkat
dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang
l/b, masa kerja minimal I (satu) talun aaUm
pangkat;

Sekolah Menengah Atas, Diploma I atau yang
setingkat, dengan pangkat Juru golongan ruang I/c,
masa kerja minimal I (satu) tahun dalam pangkat;
Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II,
dengan pangkat Pengatur Muda, golongan ruing II/a,
masa kerja minimal 1 (satu) tahun dalam pangkat;
Sarjana Muda, Akademi atau Ijazah Diploma III,
dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan
ruang II/b, masa kerja minimal I (satu) tahun dalam
pangkat;

b.

d.

Sarjana (S1), atau ijazah
sebagai berikut :

e- Diploma IV, dengan jenjang
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1) PNS dengan pengangkatan pertama golongan II/a,pangkat pengatur Muda, melaksanakan
penyesuaian ijazah pada saat golongan ruang II/bpangkat pengatur Muda Tingkat I, masa kerja
minimal 2 (dua) tahun dalam pangkat;

2) PNS dengan pengangkatan pertama golongan
ruang II/b, pangkat pengatur Muda Tingkai I,
melaksanakan penyesuaian ijazah padJ saai
go.lolgan ruang II/c, pangkat pengatur, masa kerja
minimal 2 (dua) tahun dalam pa.rgkat;

3) PNS dengan pengangkatan pertama golongan
ruang II/c, pangkat pengatur, melaksanaian
penyesuaian ijazah apabila sudah 2 (dua) tahun
dalam pangkat.

f. Dokter, Apoteker, Ij.azah profesi dan Ijazah lain yang
setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesiatis I
dengan pangkat penata Muda, golongan Ruang III/a,
masa kerja minimal 2 (dua) tahun dal-am pangliat; '

d. Doktor (S3) atau ljazah Spesialis II, dengan pangkat
felata Muda Tingkat I, Golongan nuang In7t, ;asa
kerja minimal 2 (dua) tahun dalam pangiat;

e. Melampirkan dokumen yang dipersyaratkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang_undangan.

Pasal 7
(1) Kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi tenaga

fungsional tidak melalui ujian penyesuaian kenaikanpangkat, melainkan diangkat terlebih dahulu
Keputusan Bupati tentang Jenjang Jabatan Fungsional.

(2) Pengangkatan dan/atau alih jenjang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu melalui
analisis kebutuhan jabatan fungsional.

(3) Pengangkatan dari jabatan lain ke jabatan fungsional
tertentu dengan tujuan akan naik pangkat ke pingkat
yang lebih tinggi tidak dapat dipertimbangkan.

(4) Pendidikan yang dapat dipertimbangkan untuk
kerraikan pangkat penyesuaian ijazah adalah yang
relevan_ dengan bidang tugasnya.
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(5) Penilaian ijazale kedalam penetapan angka kredit
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ijazah yang
ditempuh dan mendapatkan izin belajar, kecuali ijazah
yang dimiliki mendahului terhitung mulai tanggal (TMT)
Calon PNS.

Pasal 8

Pelaksanaan ujian penyesuaian kenaikan pangkat
dilakukan oleh panitia Daerah atau d, ikutsertakan di
Tingkat Provinsi, Badan Kepegawaian Negara atau
Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

Bagi peserta ujian penyesuaian kenail<an pangkat yang
dinyatakan lulus, diberikan surat tanda lulus ujian
penyesuaian kenaikan pangkat, sesuai dcngan ketentuan
peraturan perundang-undangarn.

BAB V

PEMAKAHN GELAR KESARJANAAN

Pasal 1O

Pemakaian gelar kesarjanaan dan peningkatan status
pendidikan tidak dapat digunakan daltrm administrasi
kepegawaian sebelum ada penetapan penambahan gelar
kesarjanaan yang dikeluarkan oleh BKPPD.

BAB VI

KSTENTUAN PERALIHAN

Pasal Ll
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaktr, permohonan izin
penyesuaian ijazah yang tclah masuk tetap diproses
sampai dengan keluarnya keputusan hasil penyesuaian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan perlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala
ketentuan yang bertentangan dengan Peral.uran Bupati ini,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,
pengundangan Peraturan Bupati
penempatannya dalam Berita Daerah.

pada tanggal

memerintahkan
ini dengan

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 Januari 2Ol2

BUPATI CIANJUR,

cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

2012

NIP. 19571231 198503 1086

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2012 NOMOR 01.

Diundangkan di Cianjur
2 Januari
DAERAH,



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 21 TAIIUN 2012

TENTANG

TARIF LAYANAN BN'AN LAYANAN UMUM DAERAII AKADEMI
KEPERAWATAN KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang:a.bahwaAkademiKeperawatanKabupatenCianjur- telah ditetapkan sebagai perangkat daerah yang
menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan
umum daerah berdasarkan Keputusan Bupati Cianjur
Nomor 324 Tahun 201 1;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2011 tentang
Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan
Kabupaten Cianjur, tarif layanan Akper ditetapkan
oleh Bupati atas usul Pemimpin Akper;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan
Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan
KabuPaten Cianjur;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkrrngan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara

Rep:ublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968

ilo-ot 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republif
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor I2-5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia i,{omor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor li Tahun 200gtentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahai Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O0g
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6l Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 34 Tahun 2011
tentang Pedoman Teknis pola pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan
fa.bunl9n Cianjur (Berita Daerah Kabupatin Cianjur
Tahun 2011 Nomor 45);

3.

4.

MEMUTUSI(AN:

MenetapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH AKADEMI KEPERAWATAN
KABUPATEN CIANJUR.

BAB I
KEDENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebutAkper adalah Akademi Keperawatan Xabulaten 

-Ciarr:u. 
l""gmenerapkan pola pengelolaan keuangan badan layana"n l-,il.r*

daerah.

2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
4. Direktur adalah Direktur Akademi Keperawatan Kabupaten ci anjur.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom

lgbaqai unsur penyelenggara pemerintalan baerah Xatrrpa1..,
Cianjur.

BAB II
TARIF LAYANAN

Pasal 2
Tarif layanan Badan Layanan umum Daerah Akademi Keperawatan
Kabupaten cianjur adalah imbalan atas jasa layanan yang dibeiikan oleh
Badan Lavanan [Jmrrrn T.)aerah Alroriarni rr-^--^,-^r^- rz^r^.--^a^- ^:--,:
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Pasal 3
Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas:
a. Tarif Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
b. Tarif Sumbangan Penyelenggaraan pendidikan
c. Tarif Penerimaan Dana Sumbangan pengembangan pendidikan
d. Tarif Registrasi Akademik dan Kartu Tanda Mahasiswa
e. Tarif Pengenalan Program Studi Mahasiswa
f. Tarif Praktik Belajar Lapangan

Tarif Bimbingan Karya Tulis Ilmiah
Tarif Bimbingan Akademik dan Konseling
Tarif Penggunaan Perpustakaan dan Internet
Tarif Iuran Senat Mahasiswa
Tarif Ujian Semester
Tarif Penilaian Pencapaian Kompetensi
Tarif Ujian Karya T\rlis llmiah
Tarif Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mahasiswa
Tarif Penerbitan dan Legalisasi Ijazah dan/ atau Transkrip Nilai
Tarif Wisuda
Tarif Penerbitan Surat Tanda Registrasi perawat
Tarif Uji Kompetensi Nasional
Tarif Pelaksanaan Penelitian
Tarif Penggunaan Laboratorium

s.

t.

Pasal 4
Tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah Akademi Keperawatan
Kabupaten cianjur sebagaimana dimaksud dalam pasal z i"r"arri.r*
dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan nupati
lnl.

Pasal 5
Tata cara pembayaran dan pemanfaatan tarif layanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 diatur dengan peraturan Direktur.

. BAB III
K TENTUAN PERALIHAN

Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, segala peraturan mengenai tarif
layanan Akademi Keperawatan Kabupaten Cianjur sepanjing tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdisarkan
ketentuan Peraturan Bupati ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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BAB IV
KBTENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
fS". setiap orang mengetahuinya, -ernerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daram g.ri;" D""i"i,
Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juni2Ot2
BUPATI CIANJUR,

CaprlttC

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 Jurri 2Ol2

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2OI2 NOMOR 37

I 198503 r 086



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR :21 TAHUN 2Ol2
TENTANG :TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN

UMUM DAERAH PADA AKADEMI
KEPERAWATAN KABUPATEN
CIANJUR

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN CIANJUR

No. Jenis Layanan Satuan Tarif (Rp)
1 2 3 4

1. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru per calon mahasiswa 150.000,00
2. Sumbangan Penyelenggaraan

Pendidikan
per mahasiswa per sks 159.000,00

3. Penerimaan Dana Sumbangan
Pengembangan Pendidikan:
a. peringkat I kelompok mahasiswa

baru lulus seleksi 4 L
b. peringkat II kelompok mahasiswa

baru lulus seleksi 3 L
c. peringkat II kelompok mahasiswa

baru lulus seleksi 2 L

sekali selama pendidikan

per mahasiswa

per mahasiswa

per mahasiswa

6.000.000,00

7.000.000,00

8.000.000.oo4. Registrasi Akademik dan Kartu
Tanda Mahasiswa:
a. registrasi akademik
b. registrasi mahasiswa cuti
c. kartu tanda mahasiwa

per mahasiwa per semester
per mahasiswa
per lnahasiswa

50.000,00
200.000,00
25.000,005. Pengenalan Program Studi

Mahasiswa
per mahasiswa 600.000,00

6. Praktik Belajal Lapangan per mahasiswa 2.000.000,00
Bimbingan Karya Tulis Ilmiah per mahasiswa 500.000,00

8. Bimbingan Akademik dan Konseline per mahasiwa per semester 75.000,00
9. Iuran Senat Mahasiswa per mahasiwa per semester 30.000,00
10. Penggunaan Perpustakaan dan

Internet
per mahasiwa per semester 50.000,00

11. Ujian Semester:
a. ujian tengah semester
b. ujian akhir semester

per mahasiwa per semester
per mahasiwa per semester

40.000,00
50.000,00

12. Penilaian Pencapaian Kompetensi per mahasiswa per
subkompetensi

10.000,o0

13. Ujian Karya Tulis Ilmiah per mahasiswa 450.000,00
14. Jaminan Pemeliharaan K6sehatan

Mahasiswa
per mahasiswa per tahun 25.000,o0

15. Penerbitan dan Legalisasi Ijazalr
dan/atau Transkrip Nilai

per mahasiswa 175.000,o0
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16. Wisuda per mahasiswa 1.300.000,00
17. Penerbitan Surat Tanda Registrasi

Perawat
per mahasiswa 150.O00,o0

18. Uji Kompetensi Nasional per mahasiswa 600.000,00
19. Pelaksanaan Penelitian per penelitian per orang 200.000,00
20. Penggunaan Laboratorium per kegiatan per orang 210.000,00
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